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  ABSTRAK 
 
RIAN SUHERI AKBAR (B111 07069), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak (Studi 
Kasus di Kota Makassar Tahun 2009-2011) dibawah bimbingan dan 
arahan Bapak Andi Sofyan,selaku pembimbing I dan Ibu Dara 
Indrawati, Selaku Pembimbing II 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan Pembunuhan berencana yang dilakukan 
oleh anak serta  upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut. 
 Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskriptif. 
  Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka 
disimpulkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak adalah faktor 
kurangnya pengawasan orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan 
masyarakat, dan faktor perkembangan teknologi yang sangat pesat. (2) 
tanggung jawab sebagai orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak dan 
mendidik anak agar tidak ditelantarkan, karena akibat yang ditimbulkan 
dari anak terlantar yaitu dapat melakukan kejahatan. (3) Tindakan dan 
upaya penaggulangan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi 
kasus tersebut haruslah tepat yakni : (1) upaya Pre-Emtif yaitu upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-
nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kajahatan. Jadi, dalam 
usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan; (2) 
upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam 
tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif 
yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan; (3) Upaya Represif, dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement ) dengan menjatuhkan hukuman. Sebab apabila penganan 
dan penanggulangannya tidak tepat maka dikemudian hari akan timbul 
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A. Latar Belakang 
  Pembangunan Nasional yang merupakan proses modernisasi 
membawa banyak sekali dampak positif maupun negatif. Salah satu 
dampak negatif  yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini adalah 
semakin banyaknya  Kejahatan yang dilakukan maupun yang melibatkan 
anak sebagai pelaku. Khusus di wilayah Kabupaten Pinrang, kejahatan 
yang di Lakukan oleh anak sangat beragam, mulai dari kejahatan yang 
tergolong ringan sampai tindak kejahatan yang masuk dalam kategori 
kejahatan berat, yakni Pembunuhan Berencana. Dalam Proposal ini 
penulis akan membahas masalah Kejahatan Pembunuhan Berencana 
yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang. 
  Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan 
generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian 
khusus dari pemerintah,  dalam rangka pembinaan anak untuk 
mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas 
sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi yang sangat pesat 
berkembang. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan media, dalam 
hal ini aturan hukum  yang mengantisipasi segala permasalahan yang 
timbul. Media hukum yang dimahsud ialah yang menyangkut kepentingan 
anak maupun yang menyangkut  penyimpangan sikap dan prilaku yang 
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menjadikan anak terpaksa dihadapkan kepermasalahan hukum 
dipengadilan. 
  Pada umumnya anak yang masih dibawah umur belum mampu 
membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana dan 
mana perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak juga belum 
mampu mengahadapi sendiri problem-problem remaja yang biasanya 
begitu komplex dan datang silih berganti. Oleh karena itu, sudah menjadi 
tanggung jawab bersama sebagai orang tua untuk member arahan serta 
membina mereka untuk menentukan kepribadiannya dan memberikan 
kesadaran akan kedudukannya sebagai mahluk yang diberi akal dan 
fikiran. 
  Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang 
mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. 
Jika Lingkungan tempat anak itu tumbuh adalah lingkungan yang buruk, 
maka dapat berpengaruh terhadap tindakan dan prilaku anak tersebut 
sehingga anak mampu melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal 
itu tentu dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. 
Dan tidak sedikit dari tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka 
berurusan dengan aparat penegak hukum.  
  Adapun permasalahannya apakah kejahatan yang dilakukan oleh 
anak dengan latar belakang kenakalan dengan perkembangan sikap  
anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. 
Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat 
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dari fisik dan mental maupun fikirannya, anak sangatlah berbeda dengan 
orang dewasa.  
       Seorang Anak secara rohani maupun jasmani dan sosial belum 
mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban nya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi  
generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan 
kepentingan anak. Kondisi fisik , mental dan sosial seorang anak bersifat 
khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, 
sehingga dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh orang di sekelilingnya. Oleh karena itu didalam kenyataan 
banyak terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang 
dilakukan oleh anak. 
  Hak Asasi anak harus di perlakukan berbeda dari orang dewasa 
yang juga diatur khusus. Anak mendapat perlakuan berbeda dari orang 
dewasa karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, 
dan berkembang hingga menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan 
tergantung atau belum mandiri dan memerlukan  perlakuan khusus baik 
dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama serta 
keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas 
dari rasa kekhawatiran maupun kesejahtraannya.  
  Perlakuan Khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan 
hukum dan mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak 
sosial dan budaya yang lebih baik. Dengan demikian, begitu anak tersebut 
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dewasa, maka ia tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan 
menerapkan hak-hak tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi penerus masa 
depan yang akan menjadi tiang dan pondasi yang sangat kuat baik bagi 
keluarganya, masyarakat, bangsa dan Negara. 
  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara 
yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia 
menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 
  Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX 
tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan disini bermacam- 
macam antara lain Pembunuhan Biasa, Pembunuhan Terkualifikasi, 
Pembunuhan Berencana ( moord ), Pembunuhan bayi, Pembunuhan atas 
permintaan korban, Penganjuran dan Pertolongan Bunuh Diri dan 
Penguguran Kandungan. 
  Tindak pidana pembunuhan berencana  diatur dalam Pasal 340 
KUHP, disebutkan sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih 
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 




    Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur 
kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang 
baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja 
biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara sepontan, 
dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak 
membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam 
keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.  
  Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : 
perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. 
Unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah pebuatan menghilangkan 
nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi 
pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 
15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan 
sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun.  
         Pertanggung Jawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif yakni 
dapat dipertanggungjawabkannya dari si pelaku, adanya perbuatan 
melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku. 
  Adapun upaya-upaya Penaggulangan yang di telah tempuh oleh 
penegak hukum di Kabupaten Pinrang dalam mengurangi tindak 
Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak di 
Kabupaten Pinrang telah Beragam, baik upaya pendekatan secara 
preventif, Persuasif, kekeluargaan, Pembinaan, maupun pemberian sanksi 
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tegas, Semua telah di upayakan sebagaimana mestinya namun penulis 
akan membahas secara lebih mendalam pada BAB berikutnya. 
  
B.  Rumusan Masalah 
  Berdasarkan Latar Belakang Masalah  di atas, maka Penulis 
mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan 
Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak di 
Kabupaten Pinrang ? 
2.  Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak 
hukum terhadap Kejahatan  Pembunuhan Berencana yang di 
lakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang ? 
 
C.  Tujuan dan kegunaan penlitian 
1. Tujuan penelitian 
  Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian 
Skripsi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
Kejahatan Pembunuhan Berencana yang di lakukan oleh anak di 
Kabupaten Pinrang. 
2. Untuk mengetahui  upaya penanggulangan oleh aparat penegak 
hukum tehadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang di 
lakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang. 
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2.   Kegunaan penelitian 
1. Kegunaan ilmiah 
a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam 
bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana. 
b. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat di gunanakan 
sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan 
penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih 
jelas dan mendalam lagi. 
2. Kegunaan praktis 
Memberikan masukan kepada masyarakat dan instansi – instansi 
terkait, khususnya pengadilan mengenai penyebab terjadinya 
Kejahatan Pembunuhan Berencana yang di lakukan oleh anak, 
sehingga di kemudian hari dapat diterapkan sebagai upaya 











A.  Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
  Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan 
Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard 
(1830-1911), seorang ahli Antropologi Prancis (A.S. Alam 2010:1). 
  Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime 
yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga 
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. 
  Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut 
penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, 
antara lain : 
  Edwin H. Sutherland (A.S. Alam 2010:1-2) menyatakan bahwa 
Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes 
as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). 
  W.A. Bonger (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa Kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 
yang seluas-luasnya. 
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  J. Constant (A.S. Alam 2010:2) mendefinisikan Kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
  WME. Noach (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
  Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
  Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan 
Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of     making laws) meliputi : 
1. Definisi kejahatan 
2. Unsur-unsur kejahatan 
3. Relativitas pengertian kejahatan 
4. Penggolongan kejahatan 
5. Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), 
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Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of 
laws) meliputi : 
1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
2. Teori-teori kriminologi 
3. Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang 
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking 
laws) meliputi : 
1. Teori-teori penghukuman 
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif 
 
B. Pengertian Kejahatan 
  Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
  Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak 
baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan 
kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau 
perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu 
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perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. 
Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan 
tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1989:42) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang 
lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti 
pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-
lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari 
pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana. 
 Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. 
Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11)  “emas, 
manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”. 
Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva zulfa, 2001 
: 11) menyatakan bahwa: 
 “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, 
kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang 
diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”. 
 
 Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001 : 
11)  menyatakan bahwa :  
 “pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup 
untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaan nya, jika 
suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri”. 
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W.A. Bonger (1982 : 21) 
 “Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh Negara 
ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman”. 
 
 
Menurut  Wirjono Projo (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001 : 11) : 
 “Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur 
pokok kesatu dari hukum pidana”.  
 
Menurut Richard Quinney (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001 : 11): 
Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) 
adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang 
berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, 
atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan 
oleh warga warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. 
 
  Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan 
kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk 
membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum 
merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan 
kepentingan pihak pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi 
sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang 
berkenaan dengan individu atau masyarakat. 
  Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono (Topo Santoso dan Eva 
Zulfa, 2001 : 11) : 
“Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan 
palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, 
sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada 
perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan 
masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang 
baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, 
kebiasaan, dan adat istiadat.  
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  Kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat 
tanpa kejahatan. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab 
ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakan 
masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan. 
  Secara etimologis, kriminologi berasal dan kata Crime dan logos. 
Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. 
Secara lengkap kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. 
  Ditinjau dari aspek yuridis, pelaku kejahatan adalah jika seseorang 
melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan 
bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Contoh: 
- Pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan 
pasal 338 KUHP 
- Pencurian adalah perbuatan yang memenuhi  perumusan pasal 
362 KUHP 
- Penganiayaan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan 
pasal 351 KUHP 
Dalam hal ini apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti 
orang tersebut belum dianggap penjahat. 
  Ditinjau dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah jika seseorang 
mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang 
dengan sadar atau tidak sadar dari norma - norma yang berlaku di dalam 
masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh 
masyarakat. 
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  Ditinjau dari aspek ekonomi pelaku kejahatan ialah jika seseorang 
(atau Lebih), dianggap merugikan orang lain dengan membebankan 
kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia 
dianggap sebagai penghambat atas kebahagian orang lain. 
  Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, 
masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan 
adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan 
bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak 
pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan 
dalam masyarakat.   
  Apabila pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara 
teliti, maka dapatlah digolongkan dalam dua jenis pengertian sebagai 
berikut : 
a. Pengertian Secara Praktis (sosiologis) 
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan 
yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan. 
b. Pengertian Secara Yuridis 
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap 
perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk 
melindungi masyarakat dn diberi pidana oleh Negara. 
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  Mengenai pengertian kenakalan sendiri, dalam KUUHP pasal 489 
digunakan kata kenakalan yang berarti semua perbuatan orang yang 
berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, binatang dan 
barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, kesusahan yang tidak 
dapat dikenakan salah satu pasa KUHP. Dengan kata lain semua 
tindakan yang tidak dapat dikenakan  pada salah satu pasal KUHP 
dimasukkan dalam kelompok pengertian kenakalan. 
 
C.  Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana 
 Pembunuhan Berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti 
pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. 
Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara 
timbul niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu 
bagi si pembuat untuk berfikir dengan tenang cara bagaimanakah 
pembunuhan itu akan dilakukan. 
 Perbedaan antara Kejahatan Pembunuhan Biasa dengan 
kejahatan Pembunuhan B yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang 
dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, 
sedangkan Pembunuhan Berencana pelaksanaan itu ditangguhkan 
setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana 
Pembunuhan itu akan dilaksanakan.  
 Pembunuhan Berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 
adalah:  
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“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 
Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-
undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, 
yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan 
dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan 
dengan rencana”.      
                                                   
Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, 
pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud 
sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. 
 
D.  Unsur – Unsur Kejahatan Pembunuhan Berencana : 
1. Unsur Subyektif: 
      - Dengan sengaja. 
2.   Unsur Obyektif 
     - Menghilangkan nyawa orang lain. 
     - Dengan rencana terlebih dahulu. 
 Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam 
suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa 
seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa 
nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. “Dengan rencana lebih 
dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan 
tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja 
sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia 
menyadari apa yang dilakukannya”. 
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   Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya 
mengandung 3 syarat atau unsur,  yaitu : 
a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan   pelaksanaan kehendak. 
c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
  Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat 
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana 
batin yang tenang.  Susana batin yang tenang adalah suasana tidak 
tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi 
yang tinggi. 
  Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau 
diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya 
itu,  waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari 
lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau 
kejadian kongkret yang berlaku. 
  Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu 
dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui 
oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati 
dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang 
tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain 
sebagainya. 
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  Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana 
yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu 
kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau 
terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. 
 
E.  Pengertian anak 
 Pengertian Anak masih merupakan masalah aktual dan sering 
menimbulkan kesimpangsiuran pendapat antara para ahli hukum, salah 
satu diantaranya adalah berapakah maksimal batas umur yang ditentukan 
bagi seorang anak dibawah umur. Mengenai batas umur anak dibawah 
umur tidak dapat ditentukan begitu saja, tetapi umumnya yang dimaksud 
anak dibawah umur adalah adalah orang yang belum dewasa atau yang 
masih muda umurnya. Berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, pada pasal 7 ayat (1), yang dikategorikan anak 
dibawah umur yaitu pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun, sedangkan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
Demikian pula dalam ilmu kesehatan, seseorang masih dikategorikan 
anak selama ia masih mengalami pertumbuhan fisiknya. 
 Didalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan 
anak pada pasal (1), disebutkan bahwa anak adalah orang yang telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun, samapai sebelum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
 Menurut Perwadaminta (1990 : 813), mengklasifikasikan batas  
usia seorang anak sebagai berikut : 
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a. Remaja adalah : mulai dewasa, sudah sampai umur untuk 
kawin. 
b. Muda (tentang anak laki-laki dan anak perempuan). 
c. mulai dewasa, yaitu mulai terbit rasa cinta birahi atau waktu 
anak-anak mulai merasakan rasa cinta birahi. 
 
Zakiyah Daradjat (1982 : 6-7), berpendapat sebagai berikut : 
Jika dipandang dari segi psikologi, maka batas usia remaja lebih 
banyak bergantung pada keadaan masyarakat dimana remaja itu 
hidup. Yang dapat dipastikan adalah permulaannya  puber pertama 
atau mulanya perubahan jasmani dari anak-anak menuju dewasa. 
Kira-kira umur akhir dua belas tahun atau awal tiga belas tahun. 
Akhir masa remaja tidak sama satu dengan yang lainnya.  
 
 Terdapat banyak sekali definisi yang menjabarkan atau 
memberikan batasan mengenai siapakah yang disebut dengan ”anak” ini. 
Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang berbeda disesuaikan 
dengan sudut pandangnya masing-masing. Pasal 1 Children Rights 
Convention (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi 
Indonesia pada tahun 1990, mendefinisikan bahwa anak adalah: 
Setiap Manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali 
berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan 
bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. (C.De Rover, 2000:369) 
 
Dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, 
tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang 
yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.  
Yang terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam 
pasal 1 nomor 1 bahwa: 
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun 
danbelum pernah kawin”. 
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  Dari beberapa perundang-undangan pidana Indonesia, penulis 
dapat menggarisbawahi tiga hal yang signifikan, yaitu:  
(1) Batasan yang di gunakan oleh masing-masing undang-undang 
yang telah disebutkan di atas untuk memaknai siapakah yang 
disebut anak tersebut, umumnya berdasarkan batasan umur. 
(2) KUHP  Sebagai Peraturan induk dari keseluruhan peraturan 
hukum pidana di Indonesia, sama sekali tidak memberikan 
batasan yuridis mengenai anak. Pasal 45 KUHP yang selama 
ini dianggap sebagai batasan anak yang dalam KUHP, 
sesungguhnya bukan merupakan definisi anak, melainkan 
batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap seseorang yang melakukan perbuatan sebelum 
berumur 16 (enam belas) tahun. 
(3) Dari Perundang-undangan pidana seperti yang telah disebut di 
atas, nampak adanya ketidakseragaman definisi antara 
undang-undang yang satu dengan yang lainnya dalam hal 
memaknai siapakah yang disebut anak tersebut. Ketidak 
seragaman tersebut dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan 
tujuan dan sasaran dari masing-masing undang-undang 
tersebut. Meskipun tidak dipungkiri, adanya perbedaan definisi 
ini akan menyulitkan para penegak Hukum dalam 
memberlakukan hukum yang sesuai terhadap anak. 
 
  Signifikansi kedudukan khusus anak dalam Hukum, Sama halnya 
dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan 
psikisnya mempunyai hak yang sama  dalam setiap aspek kehidupan, baik 
itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. 
  Prinsip kesamaan hak antara anak  dan orang dewasa dilatar 
belakangi oleh unsur internal dan ekternal yang melekat pada diri anak 
tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak, meliputi :  
(a) bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti 
orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga 
digolongkan sebagai human rights yang terikat dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
(b) Persamaan hak dan kewajiban anak, maksudnya adalah 
seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan 
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perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. 
Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara 
hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan 
kewajiban-kewajiban. dan atau untuk dapat disejajarkan dengan 
kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum 
yang normal.  
 
Sedangkan, Unsur eksternal pada diri anak, meliputi:  
(a) Prinsip Persamaan Kedudukan dalam Hukum (equaliy before 
the law), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai 
seorang yang tidak mampu untk berbuat peristiwa hukum; yang 
ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau 
ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi 
kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari 
anak yang bersangkutan. 
(b) Hak-hak Privilege yang diberikan Negara atau Pemerintah yang 
timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. 
(Maulana Hassan Waddong, 2000:4&5). 
 
  Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa 
sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga 
meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus). Artinya, ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan 
Hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat 
jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam proses acara di pengadilan. 
  Menurut Penulis, kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum 
itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan 
segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu 
memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, 
juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan 
dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai 
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subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi 
kesejahteraan anak itu sendiri. 
  Dalam hal ini, Irwanto (Muhammad Joni, 1999:106) lebih 
menegaskan lagi bahwa kedudukan khusus anak di mata hukum tidak 
terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: 
Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala 
keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi 
hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan 
negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut; 
Prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa kepentinganterbaik anak 
harus dipandang sebagai „paramount importance‟ atau prioritas 
utama; Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach, 
harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak 
harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; Lintas Sektora, bahwa 
nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan 
mikro, baik langsung maupun tidak langsung.  
 
 
F.  Teori Penyebab Terjadinya  Kejahatan  
  Di dalam kriminilogi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori- teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahata, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah 
tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. 
       Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut : 
1.  Teori Klasik 
  Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. 
Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan 
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pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak 
memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang 
mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. 
  Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996 :15) bahwa : 
“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan         
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
That the act which I do the ct wich I think will give me most 
pleasure”. 
    
  Lebih lanjut Beccaria (Darma Weda, 1996 : 21) menyatakan  
bahwa : 
 
“Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima  
hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya 
miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman 
yang dijatuhakan harus sedemikian beratnya‟. 
 
  Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 
kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria 
adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. 
  Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang 
pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama yanpa memperhatikan sifat 
dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya 
peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 
 
2.  Teori Neo Klasik 
  Teori neo kalsik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan 
teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari 
konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada 
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waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia mahluk yang 
mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab 
atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya 
terhadap hukum. 
  Ciri khas teori neo-klasik (Darma Weda, 1996 :30) adalah sebagai 
berikut : 
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, 
kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh : 
1. Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-
lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan 
kehendak bebasnya. 
2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang 
aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali 
harus dianggap lebih bebas untuk memilh daripada residivis 
yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh 
karenanya harus dihukum dengan berat. 
b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat 
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan seb againya). Keadaan- keadaan 
lingkungannya atau keadaan mental dan individu. 
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan 
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. 
Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang 
untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain 
yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada 
waktu melakukan kejahatan. 
d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan 
untuk menentuakn besarnya tanggung jawab, untuk menentukan 
apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang 
salah. 
 
  Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-
klasik menggambarkan ditinggalkannya kekutan yang supra-natural, yang 
ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing 
terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori 
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neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
prilaku/tingkah laku manusia. 
  Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai mahluk 
yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan 
intelegensiadan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya. 
 
3.  Teori Kartografi/geografi 
  Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai 
berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut 
sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah 
distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis 
maupun secara sosial. 
  Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi 
sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul di 
sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri. 
 
4.  Teori Sosialis  
  Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh 
aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, 
kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat. 
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  Berdasarakan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi.dengan 
kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan 
mengurangi terjadinya kejahatan. 
 
5.  Teori Tipologis 
  Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai 
asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang 
tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :  
 
a.    Teori Lombroso/mazhab Antropologis 
  Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, 
kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is 
born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat 
dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia 
lainnya. 
   Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso 
(Made Darma Weda, 1996 : 16) yaitu : 
1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 
2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak 
yang asimetris, rahang bawah yang panjang,hidung yang pesek, 
rambut  janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit; 
3) Tanda-tanda lahiriah ini bukn penyebab kejahatan tetapi 
merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai prilaku kriminal; 
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4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang 
tidak memungkinkan; 
5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti 
pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri 
tertentu. 
   
 Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam 
persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian 
membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de’l imitation). 
 Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik 
kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut 
sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah 
untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe. 
 Menurut Goring ( Made Darma Weda, 1996 : 18) bahwa : 
“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai 
kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah 
yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan”. 
 
 Dengan demikian Goring dalam mencari kuasa kejahatan kembali 
pada factor psikologis, sedangakan faktor lingkungan sangat kecil 
pengaruhnya terhadap seseorang. 
b.  Teori  Mental Tester 
 Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. 
Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk 
membedakan penjahat dan bukan penjahat. 
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Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa : 
“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya 
orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan 
dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya 
tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.  
          
   Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan 
otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang 
melakukan kejahatan. 
 
c. Teori Sosiologis 
 Dalam member kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran 
yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis 
banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan 
kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (crime as a function of social 
environment). 
 Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat 
dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan social. Dengan 
demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan 
tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan 
kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan 
sekelilingnya. 
 
6. Teori Lingkungan 
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab perancis. Menurut teori 
ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor 
disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, 
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budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, 
serta penemuan teknologi. 
 Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut 
pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. 
 Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa :“Orang 
menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”.  
Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.   
 
7. Teori Biososiologis 
 Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan 
lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena  ajarannya 
didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu 
seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor 
lingkungan. 
 Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, 
intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan 
yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan 
alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban 
dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan 
menjelang pemilihan umum dan menghadapi siding MPR. 
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8. Teori NKK 
 Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyrakat. 
 Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah kerena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak 
ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya 
meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula 
akan terjadi kejahatan. 
 
G.  Upaya Penaggulangan  Kejahatan 
  Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut 
dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup 
luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi 
dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal 
(diluar Hukum Pidana). 
  Secra kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan 
kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif 
sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik 
beratkan pada sifat prefentif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan  
sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada 
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 
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  Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal 
lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran 
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 
  Hingga kini masih Nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan 
dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa 
cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik criminal (cara-cara 
menaggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan 
mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha 
pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal 
ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang 
bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-
faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai 
pegangan di dalam politik Kriminal yang bila kita bentuk akan dapat 
melindungi masyarakat.    
  Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan 
jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang 
hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan 
yang minus kekahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan 
kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, 
dilain pihak, recidivisme yang besar kebanyakan baerasal dari daerah 
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yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi 
dari pola-pola anti kejahatan. 
  Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam 
kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum 
atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran 
yang disebabkan oleh kebiasaanya, meski ini bukanlah hal tepat dan 
benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan 
gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah 
kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana 
dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong 
seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan 
kesempatan yang baik dalam rangka kembali kedalam masyarakat untuk 
menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru 
terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali kedalam 
masyarakat. 
  E. Glueek dan Sheldon (soedjono, 1970:54) berpendapat bahwa : 
“kegiatan orang di dalam kejahatan dipengaruhi oleh tahap-tahap usia 
didalam hidupnya”. 
 
  Betapa pelik dan komplexnya usaha menanggulangi kejahatan, 
sehingga penting sekali pelaksanaan crime prevention  dengan metode-
metode tertentu yang kiranya dapat diterapkan dalam masyarakat, dan 
wadah-wadah pembinaan para narapidana, Sutherland (soedjono, 
1970:55)  mengetengahkan dua metode, yaitu : 
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1. Metode Reformasi 
Suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah recidivist 
(Kejahatan ulangan). 
Metode reformasi dibidang penaggulangan kejahatan. 
Salah satu sebab daripada recidivist adalah karena adanya 
kelemahan dari teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal 
ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun 
ketidak sanggupan untuk mengembangkan teori-teori baru karena 
kurangnya para petugas. 
Dalam hal ini Sutherland akan menerangkan uraian-uraiannya pada 
teori reformasi dan dasar-dasar politis teknisnya sebagai berikut : 
a. Metode reformasi dinamik 
Hingga kini hamper semua bentuk-bentuk reformasi adalah 
metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana merubah 
penjahat dari pada kebiasaannya yang tidak baik. Ahli-ahli 
psychology dan sosiologi menganggap cara ini sudah using. 
Meski begitu sumbangan menurut cara-cara lama ini tidak dapat 
kita abaikan. Teori klasik yang menganggap penyempurnaan 
reformasi adalah dengan jalan memberikan hukuman yang 
cukup berat. Cara ini memperlihatkan teori hedonistik yang 
nyata dan berpegang pada pendapat publik. Kini ditinggalkan 
oleh psychology dan sosiologi karena hukuman yang dijatuhkan 
pada penjara semata-mata mustahil akan merubah kejahatan itu 
sendiri. 
Metode ini adalah reformasi klinis dimana penjahat dimasukkan 
kedalam penjara, dikucilkan seorang diri untuk merenungkan 
kejahatan yang telah dilakukan agar supaya menginsafi 
kesalahan dan menimbulkan rasa sesal dan tobat. 
b. Metode reformasi klinis 
Pengaruh-pengaruh politik pemidanaan perorangan terhada 
penjahat dan pelanggar tidaklah selamanya menggunakan 
teknis yang spesifik ataupun teori reformasi. Metode ini 
berpandangan bahwa kondisi-kondisi individual yang 
menyebabkan kejahatan karenanya perhatian dipusatkan lebih 
besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri. 
Kejadian ditafsirkan sebagai gejala kecacatan dan kekacauan 
individu. Ditekankan pada masalah biologisnya tanpa 
memperhatikan faktor-faktor kelompok si pelanggar. Tapi 
metode klinis lebih dikenal dalam pandangan, bahwa kelainan 
individu terletak pada ketidak stabilan psychologisnya dan 
bukan pada biologisnya. Metode ini mendasarkan pada 
psychiatri kriminal individu. 
c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi 
Baru-baru ini ahli sosiologi psychology menemukan bahwa sifat-
sifat alamiah individu sudah mulai disempurnakan dengan teori-
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teori alternatif yang digunakan sebagai dasar penelitian dan 
perlakuan para penjahat. 
Individu dipandan sebagai kehendak situasi dan bukan atas 
kehendak tingkah laku. Tingkah laku seseorang dikatakan 
sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada 
sumbangan yang diberikan individu dalam tingkah lakunya yang 
khas ataupun karakternya. 
d. Profesional service 
1 metode prevensi dalam penanggulangan kejahatan 
2 metode reformasi seperti hal nya metode penghukuman, 
tidaklah memberikan hasil yang memuaskan di dalam 
mengurangi kejahatan. 
Kedua metode ini sering gagal di dalam memperbaiki penjahat 
yang sudah pernah melakukan kejahatan karena berasal dari 
situasi masyarakat, lingkungannya dimana kejahatan 
berkembang dengan subur. Juga penghukuman tidaklah 
mempunyai daya terhadap kejahatan-kejahatan yang belum 
dilaporkan kepengadilan ataupun sikap mendekati kejahatan 
seperti pemerasan halus dan lain-lain yang belum ada 
penuntutnya di dalam undang-undang, pemidanaan dan 
penghukuman akan sia-sia hasilnya apabila penjahat yang 
selesai menjalankan masa pemidanaannya dikembalikan 
kepada masyarakat dimana kejahatan relatif tinggi. 
Suatu proses kejahatan adalah lebih dari pada sikap psychology 
seorang individu. Apabila kita mengarah kepadarangkaian 
sosialnya maka kita akan dapat bekerja mengadakan prevensi 
kejahatan. Dengan kata lain bahwa pencegahan lebih baik 
daripada penyembuhan. 
2. Metode prevensi : cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan 
terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. 
Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga 
tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran 
bahwa prilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan 
kehidupan masyarakatdan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan 











  Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagi data, fakta dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu system ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
penulis memilih lokasi penelitian di Pinrang, tepatnya di Pengadilan Negeri 
Pinrang dan Kejaksaan Negeri Pinrang. Pemilihan lokasi, didasarkan pada 
objek penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan nantinya.  
 
B.Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 




Sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah            
berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
b) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan 
objek penelitian. 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat   
dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dikaji. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan 
Berencana yg dilakukan oleh anak Kabupaten Pinrang 
  Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat yang  di anggap 
merupakan lembaga-lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan 
mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan  
pembunuhan berencana yang dilakukan atau yang melibatkan anak 
sebagai pelaku di kabupaten Pinrang. 
  Dalam judul skripsi yang penulis ajukan ini, sudah tentu akan timbul 
pertanyaan, mengapa anak yang tergolong masih polos dan meiliki tingkat 
kecerdasan yang belum setara dengan orang dewasa mampu terlibat dan 
bahkan mampu melakukan tindak kejahatan yg tergolong berat ini. Anak 
yang pada umumnya masih mimliki pola fikir yang sederhana bagaimana 
mungkin mampu merencanakan suatu perbuatan yang dapat 
menghilangkan nyawa orang lain. Maka dari itu, penulis akan mencoba 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
yang telah dilakukan dibeberapa tempat. 
  Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan terdapat 
beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya 
kejahatan tersebut menjadi 2 bagian, yakni berupa faktor-faktor yang 
berpengaruh secara tidak langsung dan faktor-faktor yang berpengaruh 
secara langsung. 
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   Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak 
langsung, antara lain : 
 
1.Faktor kemampuan ekonomi  
  Menurut Daud S. salah seorang jaksa Kejaksaan Negeri Pinrang 
(wawancara pada tanggal 15 agustus 2012) bahwa : 
“Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu 
faktor yang menyebabkan bagaimana anak dengan mudahnya terlibat  
tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab anak yg tumbuh 
dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan 
perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang tua mereka.” 
   Pernyataan tersebut dibenarkan oleh seorang psikolog nurbaiti 
ramhadani (wawancara pada tanggal 25 agustus) bahwa : 
“Orang tua yang stres dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil 
terkadang melampiaskan kekecewaan mereka kepada anaknya tanpa 
memikirkan efek jangka panjang dari perlakuan mereka.” 
   Anak yang masih kecil dan tidak mengerti permasalahan orang 
dewasa yang seringkali menjadi objek penderita dari kekesalan orang tua 
mereka, kata-kata kasar dan perlakuan tidak wajar pun sudah menjadi 
 santapan mereka sehari-harinya. Hal-hal tersebutlah yang akan 
berpengaruh terhadap perkembangan pribadi seorang anak. Anak akan  
tumbuh menjadi seorang anak yang kasar, tidak sopan, dan cenderung 
menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  
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  Anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak kondusif 
biasanya akan mencari tempat pelarian yang mereka anggap nyaman dan 
bisa menerima mereka. Dari tempat-tempat pelarian mereka inilah mereka 
cendrung mendapatkan sesuatu yang mereka anggap baik padahal tidak 
sesuai dengan norma dan bahkan melawan hukum.  
2. Rendahnya tingkat pendidikan 
  Seorang narasumber yang berprofesi sebagai hakim di Pengadilan 
Negeri Pinrang, Firdaus (wawancara pada tanggal 22 agustus 2012) 
menyatakan bahwa : 
“Bagaimana anak bisa mendapat pendidikan yang layak disini, karena 
kalau pagi si anak sudah disuruh berangkat ke sawah atau ke empang 
untuk membantu orang tuanya, pulangnya nanti ketika sore dalam 
keadaan sangat capek, mana ada waktu untuk belajar coba ? “ 
   Pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat fundamental 
dalam pembentukan pribadi anak. Tingkat pendidikan sangat potensial 
membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Bila 
usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung akan 
melakukan kenakalan, yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun 
dilingkungan masyarakat tempat anak bergaul. 
  Hal ini dibenarkan oleh seorang narasumber advokat Suarno 
Lauseng (wawancara pada tanggal 24 agustus 2012) bahwa : 
“Kesadaran masyarakat di daerah tentang pentingnya pendidikan masih 
sangat minim, sebab mereka beranggapan bahwa tidak perlu sekolah 
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tinggi atau pendidikan yang panjang untuk dapat bertahan hidup, mereka 
hanya perlu cepat menikah dan membangun keluarga.” 
   Fenomena seperti inilah yang membuat kebanyakan anak di dierah 
khususnya kabupaten pinrang mengalami putus sekolah. Sebab para 
orang tua mereka sejak dulu mengalami hal yang sama dari orang tua 
mereka, mereka di tanamkan ajaran bahwa tingkat pendidikan itu tidak 
terlalu penting. Hal semacam ini telah berlaku sejak dulu dan turun-
temurun hingga ke anak-anak mereka. 
  Anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah 
biasanya akan tumbuh menjadi anak yang acuh terhadap lingkungan 
sekitarnya. Sebab di dalam pemikiran mereka tidak di tanamkan bahwa 
mereka sebenarnya adalah mahluk sosial, yang perlu bergaul dan 
memiliki wawasan yang luas. Sang anak akan cenderung menjadi pemalu, 
dan memiliki rasa percaya diri yang tidak sama dengan anak yang 
memperoleh pendidikan formal di sekolah. Jenis anak yang seperti inilah 
yang biasanya mengekspresikan dirinya pada hal-hal yang tabu dan 
kurang diterima akal sehat. 
 
3.Faktor lingkungan masyarakat sekitar 
  Menurut seorang hakim Pengadilan Negeri Pinrang mahmudin 
siandri (wawancara pada tanggal 23 agustus 2012) bahwa : 
“Walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang 
terdapat dimana-mana, namun kenakalan anak itu merupakan gejala 
umum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai suatu fakta sosial.” 
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  Kenakalan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan 
dan kenakalan anak acapkali menimbulkan masalah baru. Masyarakat 
tidak segan-segan main hakim sendiri apabila ada yang tertangkap 
tangan, penjahat dipukul sampai babak belur sampai ada yang meninggal 
dunia. Tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda 
bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor. Selain main 
hakim sendiri, sikap masyarakatyang patut disesalkan yaitu tidak 
melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwajib, yang 
kemungkinan besar akan mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan 
yang tidak terungkap, yang mendorong pelaku kejahatan melakukan 
kejahatan lagi. 
  Anak nakal semestinya diperlakukan berbeda dengan orang 
dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial.anak 
yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental dan 
sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan orang dewasa, 
sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak perlu dilindungi dari 
tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga 
dalam penanganannya perlu dibuat KUHP dan KUHAP yang berlaku 
secara khusus untuk anak. Perhatian terbesar dalam tindakan 
perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat 
berkembang dan tumbuh dan baik dalam berbagai sisi kehidupannya 
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(fisik,mental,dan sosial), yang kemudian sangat diharapkan dapat 
menghasilkan kualitas manusia yang ideal. 
  Hal ini dibenarkan oleh Nurbaiti ramhadani, seorang psikolog 
(wawancara pada tanggal 25 agustus 2012), bahwa : 
“Anak nakal merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik 
secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu 
perhatian khusus.” 
  Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi 
yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa.karena 
alasan kekurang matangan fisik, mental dan sosialnya, anak 
membutruhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan 
hukum baik sebelum dan sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh 
perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin 
berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik 
fisik, mental dan sosial. 
 
4.Perkembangan teknologi yang sangat pesat 
  Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh 
terhadap perkembangan psikologis anak sebab perkembangan teknologi 
yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat di 
gemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi 
yang tidak dibarengi dengan pengawasan dan perhatian orang tua, sudah 
tentu akan membawa dampak tersendiri bagi sang anak. Anak yang 
semestinya diberi pendidikan tentang moral dan adab justru disuguhi 
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dengan tayangan-tayangan yang sebenarnya belum layak mereka tonton. 
 Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, 
disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermamfaat dan memiliki 
dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi 
lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi 
dengan pengawasan dari orang tua akan memberi dampak negatif bagi 
perkembangan psikologis anak. Anak akan dengan mudah mengakses 
situs-situs porno, menonton tayangan-tayangan yang berbau kekerasan, 
pemerkosaan, pembunuhan, dan tindak kejahatan lainnya. Hal-hal seperti 
itulah yang dapat menjadi sesuatu yang seperti bom waktu dikemudian 
hari, yang sewaktu-waktu dapat meledak. Tingkat dan pola fikir anak yang 
masih sangat sederhana akan dengan mudah menyerap adegan-adegan 
yang pernah dilihatnya, tidak peduli itu baik atau buruk tindakannya. 
    Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya 
kejahatan ini  adalah sebagai berikut : 
1. Dendam  
  Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, salah satu faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang 
dilakukan oleh anak adalah faktor yang dilatar belakangi oleh dendam. 
Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim yang penah menangani 
salah satu kasus pembunuhan tersebut, Firdaus (wawancara pada 
tanggal 24 agustus 2012) beliau mengemukakan bahwa :  
“anak yang melakukan pembunuhan tersebut memang tergolong 
masih anak dibawah umur menurut undang-undang, tapi caranya 
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melakukan perencanaan pembunuhan sudah sangat matang dan 
tergolong sadis, katanya dia melakukan karena dendam terhadap 
salah satu keluarga sikorban dan akhirnya melampiaskan dan 
merencanakan pembunuhan tersebut.”  
 
  Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, anak yang masih 
dibawah umur menurut hukum, belum tentu memiliki prilaku dan 
kepribadian layaknya seorang anak pada umumnya. Dalam beberapa hal 
anak bisa sangat bertindak dan melakukan hal-hal yang diluar dugaan 
bahkan terkadang yang tidak pernah dibayangkan oleh orang dewasa. 
Kasus yang dilatar belakangi oleh dendam keluarga ini menjadi salah satu 
contohnya, dimana anak disini bertindak sebagai pelaku yang 
merencanakan sekaligus yang melakukan eksekusi terhadap sikorban dan 
cara yang digunakan pun tergolong sadis. 
  Hal ini bermula ketika pelaku yang berusia 15 tahun mendengar 
ayah dan kakaknya bercerita tentang permasalahan keluarga mereka 
dengan keluarga sikorban. Salah satu keluarga korban yakni paman 
korban pernah menabrak salah satu anggota keluarga pelaku yakni 
saudara pelaku. Dalam kecelakaan tersebut saudara pelaku meninggal 
dunia akibat ditabrak oleh paman korban, kemudian paman korban hanya 
mendapat kurungan beberapa bulan dan akhirnya dibebaskan dan hanya 
membayar biaya ganti rugi kepada keluarga pelaku. Ayah pelaku yang 
merasa tidak mendapat keadilan ternyata masih menyimpan dendam atas 
kematian salah satu putranya tersebut. Kemudian selang beberapa tahun 
kemudian ayah pelaku menceritakan kisah tersebut kepada anak-
anaknya, salah satunya pelaku itu sendiri. Dari kisah yang diceritakan 
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ayahnya inilah muncul kemarahan dan dendam didalam hati sipelaku, 
kemudian direncanakanlah pembunuhan tersebut.  
  Pelaku yang merasa dendam dan merasa memiliki tanggungjawab 
untuk menyelesaikan persoalan keluarganya akhirnya memilih membunuh 
korban. Korban yang merupakan tetangganya di ajak kebelakang sekolah 
untuk mengobrol. Kemudian setelah merasa aman, pelaku mengeluarkan 
batu besar yang disimpan didalam tasnya dan dihantamkan ke kepala 
korban hingga kepala korban pecah dan tidak sadarkan diri, Kemudian 
pelaku melarikan diri. Jenazah korban ditemukan oleh penjaga sekolah 
pada hari yang sama. Kemudian dilakukanlah penyidikan dan akhirnya 
bukti mengarah pada pelaku.  
  Dendam merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak 
kejahatan, termasuk pembunuhan berencana. Ini disebabkan karena 
dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan terhadap 
manusia yang pernah merasa sakit hati terhadap perlakuan seseorang 
terhadapnya. Anak yang tergolong masih dibawah umur pun mampu 
mengalami apa yang disebut dendam. Sebab sesuai dengan faktor-faktor 
penyebab tidak langsung yang telah dijelaskan diatas, anak pada zaman 
sekarang memiliki banyak problem yang sudah tergolong komplex 
sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang difikirkan dan dirasakan 




2.  Kejiwaan yang terganggu 
  Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana 
yang dilakukan oleh anak yang lain adalah dilatar belakangi oleh kondisi 
kejiwaan anak yang terganggu. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi, 
salah satunya ialah anak memilki gangguan kejiwaan karena taruma pada 
masa kecilnya. Anak lahir dari keluarga yang kacau balau, dimana 
ayahnya adalah seorang pemabuk yang suka bersikap kasar dan 
memukul anaknya. Ibunya melarikan diri dari ayahnya dan meninggalkan 
anaknya dalam pengasuhan seorang ayah yang kasar dan pemabuk. 
Akhirnya sianak tumbuh menjadi seorang anak yang pendiam, tertutup 
dan tidak percaya diri dalam bergaul. 
  Menurut Daud S. (wawancara pada tanggal 24 agustus 2012) 
seorang jaksa yang pernah menangani kasus anak, bahwa : 
“anak ini membunuh karena sering mendapat ejekan dari 
temannya, akhirnya dia merasa sakit hati dan merencanakan 
pembunuhan. Dia merasa senang, puas dan tidak menyesal sudah 
membunuh korban. Hatinya merasa lega karena dia merasa korban 
adalah seseorang yang selalu membuat dirinya tidak nyaman. 
Mungkin dengan cara itulah dia menunjukkan ekspresi 
kemarahannya dan membuktikan bahwa dia itu ada.” 
 
  Anak yang memiliki trauma masa kecil cenderung akan menjadi 
anak yang tertutup dan tidak percaya diri. Cara dia mengekspresikan 
dirinya biasanya dengan hal-hal yang aneh, diluar nalar, dan keliatan gila. 
Padahal anak yang memiliki gangguan jiwa belum tentu gila. Biasanya 
orang yang memiliki gangguan kejiwaan tampak dari luar adalah 
seseorang yang normal dan sehat, berbeda dengan orang yang gila yang 
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sudah dapat diketahui dari pada saat kita melihatnya saja. Orang yang 
memiliki gangguan kejiwaan atau biasa disebut Psikopat justru kebayakan 
merupakan orang-orang yang sangat jenius dan memiliki IQ diatas rata-
rata. Akan tetapi karena jiwa yang terganggu dan lain hal, kepintaran 
tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. 
  Pembunuhan berencana adalah satu bentuk tindak kejahatan yang 
berat, sebab ancaman hukumannya seumur hidup bahkan ada yang 
dihukum mati. Sudah tentu anak yang terlibat dalam kasus pembunuhan 
berencana merupakan anak yang tidak biasa. Dikatakan bukan anak 
biasa sebab secara hukum usianya termasuk dalam kategori anak akan 
tetapi pola fikir dan prilakunya tidak sama dengan anak pada umumnya. 
Anak yang termasuk dalam golongan anak ini mungkin adalah anak yang 
memiliki masalah dengan kejiwaannya atau biasa juga disebut dengan 
Psikopat. 
 
B. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap 
Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak 
di Kabupaten Pinrang 
  Menurut Kamaruddin, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang 
(wawancara pada tanggal 22 agustus 2012), menyatakan  bahwa:  
“Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan di 
sebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat dari 
lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya.” 
 
Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapai oleh 
setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan 
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sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan 
ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya 
semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. 
Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari 
cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 
 Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang biasa 
dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut : 
1. Pre-Entif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan 
nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kajahatan. 
Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
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terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement ) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan 
sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. 
Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu 
tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya 
yang sangat kompleks, yang merupakan suatu socio-political problem. 
   Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik 
kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan 
(integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan 
politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan 
penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu 
dimodifikasi politik kesejahtraan masyarakat dan politik perlindungan 
masyrakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik 
kesejahtraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada 
umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa 
maupun anak pelaku kenakalan anak. 
Menurut firdaus, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Pinrang 
(wawancara pada taggal 24 agustus 2012) bahwa: 
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 “Berkaitan dengan penggunaan secara penal dan non penal, 
khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, 
kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi 
porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal.” 
  
Hal ini menandakan ada kebutuhan dalam konteks 
penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk 
mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan 
anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, disamping 
peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar 
belakakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana non 
penal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan 
sarana penal.   
  Dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang 
konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang 
berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi 
masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berkut: 
 Menurut Burhanuddin, salah seorang jaksa yang saya temui di 
lokasi penalitian (wawancara pada tanggal 23 agustus 2012), bahwa : 
“Peningkatan dan pemaantapan aparatur penegak hukum, meliputi 
pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk 
menyelesaikan perkara pidana pada anak dan perundang-undangan yang 
dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan 
mempunyai jangkauan ke masa depan.” 
  Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat 
cepat, tepat, murah, dan sederhana. Koordinasi antar-aparatur penegak 
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hukum dan aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk 
meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas. Dan 
tentunya partisipasi masyrakat sangat diperlukan disini, guna untuk 
membantu pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.  
  Berkaitan dengan “crime prevention” meliputi langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a) Pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum yang 
meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang 
diselaraskan dengan perkmbangan pola kriminalitas yang 
dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi; 
b) Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang 
diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti 
peradilan yang cepat, murah, tepat, dan tidak pandang bulu; 
c) Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan 
perkembangan sosial dan teknologi; 
d) Koordinasi antar penegak hukum, antar-aparatur pemerintah yang 
tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas 
dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu 
demi tujuan law  enforcemen; 
e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan 
melalui pembinaan sense of security and sense of responsibility 
atas keamanan dan ketentraman daerahnya. 
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Peranan Masyarakat dalam Penanggulangan Kenakalan Anak 
  Seorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan 
masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya 
dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi 
pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, pada gilirannya 
mengakibatkan seseorang berprilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak 
pidana merupakan salah satu bentuk dari prilaku menyimpang yang selalu 
ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, Tidak ada masyarakat 
yang sepi dari kejahatan. Begitu juga dengan kenakalan anak yang 
merupakan salah satu bentuk prilaku menyimpang yang tidak terlepas dari 
masyarakat. Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-
norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang 
dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-
ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya 
ketertiban sosial. Kenakalan anak disamping merupakan masalah 
kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, sehingga penanganan 
kenakalan anak merupakan tanggungjawab bersama anggota 
masyarakat. Anak nakal perlu ditangani sedemikian rupa dengan 
memperhatikan masa depannya. Perhatian terhadap anak dapat dilihat 
dari berbagai bentuk perturan perundang-undangan yang menyangkut 
perlindungan hak-hak anak, dan penegakan peraturan perundang-
undangan tersebut. Anak nakal diberi pelayanan dan asuhan 
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menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa 
pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar. 
  Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan 
yang harmonis antara orang tua dengan anak. Hakikat yang terkandung 
dalam setiap proses hubungan antara orangtua dan anak, seyogianya ada 
4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara 
orangtua dengan anak, yaitu ; 
a. Pengawasan melekat; terjadi melalui perantaraan keyakinan anak 
terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha 
penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat 
dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak 
melalui proses pemberian pujian dan hukuman dari orangtuaatas 
perilaku anak yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. 
b.  Pengawasan tidak langsung; melalui penanaman keyakinan pada 
diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai 
atau membikin malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada 
perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orangtua dan 
keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya 
pembentukan rasa keterikatan anak pada orangtua dan keluarga; 
c. Pengawasan langsung; lebih menekankan pada larangan dan 
pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang 
penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orangtua 
tak ada dirumah maupun pada saat anak diluar rumah. Cara 
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memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa 
yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak diluar 
rumah. 
d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orangtua 
dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik disekolah, dalam 
pergaulan dengan teman-temannya maupun dimasyrakat luas. 
  Bagaimanapun harus diakui bahwa mantan narapidana anak 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu 
keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan mantan narapidana anak 
kejalan yang benar mutlak diperlukan. Mantan narapidana anak harus 
diperlakukan sedemikian rupa, sehingga kelak dapat berguna bagi nusa 
dan bangsa.  
  Menurut Daud S. seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang 
(wawancara pada tanggal 23 agustus 2012) bahwa : 
“Tanggungjawab masyarakat mengenai mantan Narapidana Anak 
adalah masyarakat harus menampung para narapidana anak yang 
baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga 
dapat dapat mengahadapi segala kesulitan hidup kemasyarakatan 
dengan tabah, aman, tenteram, dan tenang.”  
 
  Jadi usaha politik kriminil harus diselenggarakan secara 
bersambung, yang semuanya merupakan suatu kesatuan gerak yang 
padat berdasarkan satu asas dan menuju kearah satu tujuan, mulai dari 
usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan 
akhirnya masyarakat. 
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  Masyarakat harus membuka diri terhadap bekas narapidana 
dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Sikap masyarakat 
seperti: curiga dan mengasingkan mantan narapidana dari pergaulan 
sosial, membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan 
kesalahan. Sikap masyarakat yang tidak mau melupakan kesalahan 
mantan narapidana dapat menimbulkan persoalan baru. Mantan 
narapidana melakukan kembali tindak pidana agar masuk kelembaga 
pemasyarakatan, karena masyarakat sulit menerima kembali mantan 
narapidana sebagai anggota masyrakat sebagaimana lazimnya. 
  Menurut Suarno Lauseng, seorang Advokat (wawancara pada 
tanggal 22 agustus 2012) bahwa: “Peradilan pidana anak diselenggarakan 
dengan memperhatikan kesejahtraan anak.” 
  Hal ini dibenarkan oleh Suriani, seorang hakim di Pengadilan 
Negeri Pinrang (wawancara pada tanggal 22 agustus 2012) :  
“Kesejahtraan anak itu sangat penting karena Anak adalah potensi 
serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan 
oleh generasi sebelumnya.” 
 
  Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka 
ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar. 
Bahwa didalam masyrakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan 
kesejahtraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi. Anak belum mampu 
memelihara dirinya, menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat 
dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahtraan anak terjamin. 
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  Dalam system peradilan pidana anak, terkait beberapa unsur yang 
merupakan satu kesatuan yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, 
Hakim Anak, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan 
peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti juga bahwa peradilan 
pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, 
baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, 
sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama 
dalam Peradilan Pidana Anak dalam Negara hukum. Filsafat Peradilan 
Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahtraan anak, karena itu 
hokum merupakan landasan, pedoman, dan sarana tercapainya 
kesejahtraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun 
tindakan yang diambil, khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum 
yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak mengabaikan masa 
depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi kebaikan dan 











                                                 PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 
disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok 
pembahasan adalah : 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Pembunuhan 
Berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang 
antara lain karena Faktor kurangnya pengawasan orangtua 
sebagai orang yang bertanggungjawab untuk melakukan 
pengawasan terhadap perilaku dan tindakan anak 
dilingkungan keluarga. Faktor lain yang berpengaruh adalah 
faktor ekonomi, lingukungan masyrakat anak tersebut tinggal 
dan perkembangan teknologi yang amat pesat dan tidak 
terbendung juga termasuk didalm faktor-faktor peyebab tidak 
langsung yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan 
ini. Faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan dan pola fikir anak sebab anak yang hidup di 
tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat 
cenderung mencontoh hal-hal yang ia dapat diluar tanpa 
memikirkan baik buruknya hal tersebut.  Kemudian ada juga 
beberapa hal yang menyebabkan anak melakukan dan 
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merencanakan pembunuhan. Faktor pertama adalah 
perasaan dendam yang dimiliki oleh anak tersebut sehingga 
dia merasa harus menuntaskan dendamnya dengan 
melakukan pembunuhan. Faktor yang lain adalah masalah 
kejiwaan anak yang mengalami gangguan. Anak yang 
mengalami gangguan kejiwaan sudah tentu memiliki cara 
dan pola berfikir yang berbeda dari anak yang normal pada 
umumnya. Anak yang memiliki gangguan kejiwaan biasanya 
berfikir lebih sadis dan diluar nalar sehingga dia mampu 
merencanakan suatu pembunuhan yang tidak terduga sama 
sekali. 
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang 
dilakukan oleh anak, yakni dengan mennggunakan 
pendekatan Penal dan non-penal. Modifikasi langkah-
langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi 
kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan 
(integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan 
dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam 
konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan 
perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik 
kesejahtraan masyarakat dan politik perlindungan masyrakat 
secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik 
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kesejahtraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, 
baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi 
korban kejahatan orang dewasa maupun anak pelaku 
kenakalan anak. Kemudian langkah lain yang ditempuh 
adalah Peningkatan dan pemaantapan aparatur penegak 
hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan 
sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pada 
anak dan perundang-undangan yang dapat berfungsi 
mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai 
jangkauan ke masa depan. Mekanisme peradilan pidana 
yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan 
sederhana. Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan 
aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk 
meningkatkan daya guna dalam penanggulangan 
kriminalitas. Dan tentunya partisipasi masyrakat sangat 
diperlukan disini, guna untuk membantu pelaksanaan 
penanggulangan kriminalitas. Kemudian langkah terakhir 
adalah pengembalian kepada orangtua, sebab 
bagaimanapun orang yang paling dekat dan mengenal si 






 Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang 
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan 
pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 
  Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan 
oleh anak utamanya kejahatan pembunuhan berencana dilakukan dengan 
perhatian khusus, sebab anak sebagai manusia yang kelak akan menjadi 
penerus bangsa sungguh sangat disayangkan apabila terlibat dengan 
kasus kejahatan yang tergolong berat tersebut. Upaya dan langkah-
langkah yang telah ditemput harus lebih ditingkatkan lagi, guna mencegah 
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sistem peradilan yang 
digunakan harus sesuai dengan prinsip bahwa anak diperlakukan dan 
memperolah hukuman dengan orang dewasa.  
  Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memaksimal dan 
memantapkan kinerja para penegak hukum guna melindungi hak anak, 
baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban kejahatan. 
Peningkatan dan pemaantapan aparatur penegak hukum, meliputi 
pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk 
menyelesaikan perkara pidana pada anak dan perundang-undangan yang 
dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan 
mempunyai jangkauan ke masa depan.  
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Sumber-sumber lainnya:  
Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana  (KUHP) tentang 
pembunuhan berencana. 
Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana  (KUHP). 
 Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan Anak.  
Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. 
 
 
